WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk memberikan rasa aman, ketenangan
bekerja dan/atau berusaha, perlu meningkatkan
jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi
tenaga kerja beserta keluarganya melalui percepatan
pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kota Blitar;

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, perlu membentuk Peraturan
Walikota yang mengatur pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap
Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima
Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan
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Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5481);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6893);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program  Jaminan Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5715);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6648);

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 253);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan
Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan
Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 247);
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19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi
Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36
Seri E);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS
Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun,
jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.

7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat.

8. Tenaga Pendukung Jasa Lainnya yang selanjutnya
disebut Tenaga Pendukung adalah tenaga yang di
kontrak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran melalui mekanisme pengadaan barang/jasa
pemerintah untuk membantu pelaksanaan kegiatan
dalam pencapaian target kinerja utama, tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau pendukung
tugas lainnya.

9. Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha,
badan hukum atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara
negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lainnya.
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Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu
Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari
Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat
JKK adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau
pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta
mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang
disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM
adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan
kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia
bukan akibat kecelakaan kerja.

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT
adalah jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan
sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun,
meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP
adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi
peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan
penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan
kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan
hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara
teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau
Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam
pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan
landasan hukum pelaksanaan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Daerah.
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BAB 11

JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Jenis Program

Pasal 4

Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang
diselenggarakan oleh BPJS  Ketenagakerjaan
meliputi:

a. JKK;
b. JHT;
c. JKM;
d. JP;dan
e. JKP.

Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjanya
sebagai  peserta  Program = Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Pemerintah Daerah; dan

b. Badan usaha/badan hukum yang menjadi mitra
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Pasal 6

Tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
meliputi:

a. pejabat dan staf BUMD;
perangkat rukun tetangga/rukun warga;
guru ngaji;

tenaga pendukung jasa lainnya; dan

¢ B O F

pekerja lainnya yang Dberpartisipasi dalam
program Pemerintah Daerah.

Tata cara perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 7

Pemberi Kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya
dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau
Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap sesuai dengan program
jaminan yang diikuti.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

(1)

(2)

Pasal 8
Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas
pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

Bentuk dukungan atas pelaksanaan program
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mendorong setiap Perangkat Daerah dan BUMD
agar mengalokasikan anggaran untuk
membayar iuran kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6;

b. mengambil langkah-langkah agar seluruh
pekerja baik penerima upah maupun bukan
penerima upah termasuk tenaga pendukung
jasa lainnya dan/atau pekerja lainnya yang
berpartisipasi dalam program Pemerintah
Daerah dapat terdaftar sebagai peserta aktif
dalam Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

c. meningkatkan pembinaan dan pengawasan
kepada perangkat daerah, BUMD dan Pemberi
Kerja dalam rangka meningkatkan kepatuhan
pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

d. mendorong komisaris/pengawas, direksi dan
pegawai dari BUMD terdaftar sebagai peserta
aktif dalam Program Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan;

e. melakukan upaya agar Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang penanaman modal untuk
mensyaratkan kepesertaan aktif Program
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Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah
satu kelengkapan dokumen pengurusan izin;
dan

f.  mendorong badan usaha untuk berpartisipasi
dalam Program Gerakan Nasional Peduli
Perlindungan Pekerja Rentan BPJS
Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf b sampai dengan huruf d dapat dilakukan melalui
kegiatan berikut:

a. sosialisasi;
b. monitoring; dan/atau

c. pembinaan kepada Pemberi Kerja dan Pekerja.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Dalam rangka mewujudkan Kketertiban dan
akuntabilitas pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Pemerintah
Daerah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan
pembinaan dan pengawasan secara terpadu oleh
unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan
unsur BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai
oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan
beranggotakan perangkat daerah terkait.

Pasal 11

(1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) ditetapkan dengan susunan berikut:

a. Pembina;

b. Pengarah;

c Ketua;

d. Sekretaris; dan
e. Anggota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas berikut:
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a. melakukan pembinaan kepada Perangkat
Daerah dan BUMD dalam pemberian dukungan
atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

b. melakukan  pengawasan  penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh
Perangkat Daerah dan BUMD;

c. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh
Perangkat Daerah dan BUMD; dan

d. menyusun laporan atas penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Daerah pada setiap tahun anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 25 Oktober 2023

WALIKOTA BLITAR,
ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.
PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HAPI WIJAYA, S.H..M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008




